BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 28 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN /VILLA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REJANG LEBONG,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 huruf f Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Penginapan/Pesanggrahan/Villa  digolongkan
sebagai Retribusi Jasa Usaha yang merupakan salah satu
jenis Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan daerah
Kabupaten;

b. bahwa untuk meningkatkan potensi-potensi daerah dalam
rangka meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya
melalui pemanfaatan/penggunaan tempat
penginapan/pesanggrahan/ villa milik Pemerintah Daerah,
serta dalam rangka penataan, pengawasan dan

pengendalian atas penyelenggaraan tempat
penginapan/pesanggrahan/villa, telah ditetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 28
Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat

Penginapan/Pesanggrahan/Villa;

c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan objek dan
tarif retribusi penginapan/pesanggrahan/villa, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 28

Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat
Penginapan/Pesanggrahan/Villa perlu diubah untuk
disesuaikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf, a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Rejang lebong tentang
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Mengingat

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang
Lebong Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat
Penginapan/ Pesanggrahan/Villa;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat
Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956
Nomor 56) Dan Undang Undang Darurat Nomor 6 Tahun
1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja,
Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan,
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang
Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2854);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69
Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7
Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2005
Nomor 7 Seri E);



9. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2
Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Urusan
Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten
Rejang Lebong Tahun 2008 Nomor 20 Seri E);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten
Rejang Lebong Tahun 2014 Nomor 94).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
dan
BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
PENGINAPAN/ PESANGGRAHAN/VILLA

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong
Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat
Penginapan/Pesanggrahan/Villa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2011 Nomor 66 Seri C), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 8

(1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat
Penginapan/Pesanggrahan/Villa, ditetapkan sebagai berikut :

a. Gedung Asrama Balai Latihan Kesehatan Masyarakat (BLKM)
Cawang

Tarif (Rp)
Sosial Umum

No Jenis Fasilitas Pengelola

1 Gedung asrama 1 100.000,-/kamar/hari | 200.000,-/kamar/hari | Dinas

2 Gedung asrama 2 150.000,-/kamar/hari | 250.000,-/kamar/hari | Kesehatan/

3 Extra bad 50.000,-/bad /hari 50.000,-/bad/hari UPT BLKM
Cawang Curup




(2)

(3)

(4)

b. Villa Gedung Diklat Serba Guna

No F;]:ilililtsas Tarif (Rp) Pengelola

1 Type 70 150.000,-/unit/kamar/hari | Dinas Kebudayaan dan
2 Type 45 125.000,-/unit/kamar/hari | Pariwisata/ UPT Gedung
3 Type 35 100.000,-/unit/kamar/hari | Pendidikan dan Latihan Serba
4 Type 32 75.000,-/unit/kamar/hari | Guna DMHB dan Objek Wisata
) Type 30 70.000,-/unit/kamar/hari

6 Type 25 60.000,-/unit/kamar/hari

7 Type 25 55.000,-/unit/kamar/hari

c. Villa Bougenville/Mess Pemda

No | Jenis Fasilitas Tarif (Rp) Pengelola
1 Kamar 50.000,-/kamar/hari | Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata/ UPT Gedung
Pendidikan dan  Latihan
Serba Guna DMHB dan
Objek Wisata
d. Wisma Bukit Daun
No | Jenis Fasilitas Tarif (Rp) Pengelola
1 Kamar 35.000,-/kamar/hari | Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika
e. Wisma PIC
No | Jenis Fasilitas Tarif (Rp) Pengelola
1 Kamar 225.000,-/kamar/hari | Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
f. Wisma Bukit Kaba
No | Jenis Fasilitas Tarif (Rp) Pengelola
1 Kamar VIP 100.000,-/kamar/hari | Bagian Administrasi
2 Kamar utama 100.000,-/kamar/hari | Umum dan Keuangan
3 Kamar ekonomi 50.000,-/kamar/hari
g. Wisma Pemda Rejang Lebong di Bengkulu
No | Jenis Fasilitas Tarif (Rp) Pengelola
1 Kamar VIP 200.000,-/kamar/hari | Bagian Administrasi
2 Kamar Standar | 100.000,-/kamar/hari | Umum dan Keuangan

Penerimaan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
disetorkan sepenuhnya ke kas daerah.
Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau
kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan
indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Penetapan tarif Retribusi

ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

sebagaimana dimaksud pada ayat (3),




2. Pasal 30 dihapus.
Pasal 30
Dihapus.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 31 Maret 2016

BUPATI REJANG LEBONG,

ttd

H. AHMAD HIJAZI
Diundangkan di Curup
Pada tanggal 2 April 2016

PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

ttd

ZULKARNAIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2016 NOMOR 112

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG, PROVINSI
BENGKULU : (3/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG,

PRANOTO, SH.M.Si
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19651201 199603 1 004
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